
BUPATI PAMEKASAN

PTRATURAIT DATRAII
KABUPATEIV PA}IEKASAN

NOMOR 2 TAHUN 2OT3

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola
konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya
volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin
beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah dalam pembangunan
memerlukan perhatian untuk mewujudkan Kabupaten
Pamekasan yang bersih, tertib, arnan dan sehat;

c. bahwa dalam pengelolaan sampah perlu ada kepastian
hukum baik bagi Pemerintah Daerah, masyarakat maupun
dunia usaha, sehingga dapat dilakukan secara efektif dan
efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4, Nomor L25, Taxtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a$ag;
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5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan tembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a851h

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OAg tentang Pelayanan
Rrblik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9
Nomor t12, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063h

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor
L4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor
L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor I Tahun 20ll tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOLl tentang
Pembenhrkan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 9O, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOO tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 20,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2A06 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah I(abupaten (Iembaran Negara
Republik Ind.onesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371;
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L4. Peraturan Pemerintah Nomor 5o rahun zaor tentang Tata
cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2OO7 Nomor tl2, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a76g;

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2AAZ tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan peraturan
Penrndang-undangan;

L6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor zllpFlf /M/2006 tentang Kebljakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;

L7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2O1O
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah {Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2O1O
tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur
Iembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2O1O Nomor
4 Seri E);

2L. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tah,un
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Iembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO2 Nomor 5 Seri C);

22. Peraturan Daerah Ikbupaten Pamekasan Nomor L4 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Iembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8
Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2Ol3 (kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2013 Nomor 4);

Dengan Persetqiuan Bersama
DEWAN PERWAKII.AN RAIryAT DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN
dan

BUPATI PAMEKASAN

MBMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
I{TTEITTUAIT I'TUU

Pasal L

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
membidangi persampahan.
Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi
persampahan.
Pejabat yiltg ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang
memberikan iztn untuk melakukan kegiatan pengelolaan
sampah.
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat.
Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat
proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah.
Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke
tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat
pengolahan sampah terpadu.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya
disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran
ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA
adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan
sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia
dan lingkungan.
Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan
membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan
pemrosesan akhir sampah.
Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan
memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat
sampah.
Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan
pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS.
Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah
dari sumber danlatau dari TPS menuju ke TPA.
Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah
karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat
diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke
media lingkungan secara aman.
Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang
selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah Unit Kerja
pada SKPD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
e{isiensi dan produktivitas.
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21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang
terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan
penanganan sampah di TPA.

22. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi
pencegahan dan pen€rngulangan kecelakaan akibat
pengelolaan sampah yang tidak benar.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenflr di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewena.ng
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyrdikan
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan gLrna
menemukan tersangkanya.

BAB II
A8AS, Tt.,UAII, DAII PRIIT$P

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab,
asas berkelanjutan, asas manf,aat, asas keadilan, asas kesadaran,
asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas
nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah
sebagai sumber daya.

Pasal 4

Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip :

a. mengurangi, yakni sedapat mungkin meminimalisasi barang
atau material yang dipergunakan sehingga sampah yang
dihasilkan semakin sedikit;

b. menggunakan kembali, yakni sedapat mungkin memilih barang
yang dapat dipakai kembali dan menghindari penggunaan
barang yang habis sekali pakai;

c. mendaur ulang, yakni sedapat mungkin barang yang tidak
terpakai lagi agar didaur ulang; dan

d. mengganti, yakni sedapat mungkin barang yang dipakai sehari-
hari diganti dengan barang yang lebih tahan lama.

BAB ITI
PEITGEIT}LIT,AIT SAMPAII

Bagiaa Kesatu
Ruang Unglup

Pasal 5

(1) Sampah yang dikelola terdiri atas :

a. sampah rumah tangga; dan
b. sampah sejenis sarnpah rumah tangga.


